
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

INSPEKTORAT
Jalan Rambutar No.1 Telp. l0552l 2024195 Fax (0552) 23126

email : iAailkaltara@m ail. a m
TANJUNG SEI.OR772I2

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : 8fi)/l 4fl nspekt oruA20l9

INSPEKTUR PRO!'INSI KALIMANTAN I]TARA

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

INSPEI(TUR PROVINSI KALIMANTAN UT.{RA,

Menimbang Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan administrasi di
lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utar4 maka dipandang perlu
diangkat tenaga a&nini strasi;

b Bahwa untuk merealisasikan tenaga kontrak dimaksud perlu ditetapkan
dengan Surat Perintah Kerja;

l. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 201 5
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s679);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi
Kalimantan Utara Tanggal 16 November 2012 (Lembaran Negara
Republik ndonesia tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5632);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam undang-undang
Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor
32 Tahun 2004;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara;

a.

Mengingat



Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Keia Inspektorat Provinsi
Kalimantan Utara;

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2018 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;

Keputusan Gubemur Provinsi Kalimantan Utara Nomor
188.44/K.812019 tentang Koordinator Pengelola Keuangan Daerah,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun
Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

: Mengangkat Tenaga Kontrak sebagai Pembantu Operator Simwas di
lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara atas narna RAHMAWATI
ANGGRAEI\tI

: Apabila dalam menjalankan tugas terbukti melakukan tindakan yang melanggar
aturan maka akan diberikan peringatan/teguran lisaq tertulis, dan pemutusan

hubungan keia;

: Dengan akibat dikeluarkannya Surat Perintah Ke{a ini tidak menjamin untuk
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara;

: Pengeluaran keuangan akibat diterbitkannya Surat Perintah Ke{a ini bebankan

pada DPA SKPD Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 20 I 9 .

Surat Perintah Ke{a ini berlaku sejak tanggal ditetapkandengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapa.nnya akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.
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Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima



Pejabat Pembuat Komitrnerl

0

IR-FAN WIHARDIANTO, ST
NIP. 19810620201 101 1001

Ditetapkan di
Pada tanggal

PPTK,

I{ERMAN, S.Sos.,M.HP
NrP. 198404032015032001

Mengetahui :

INSPEKTU&

: Tanjung Selor
: 03 Januari 2019

Yang

TI A.

\

SE.,M.Si
Utama Madva

MP. 1965051 1 1986021004

Tembusan Yth.:
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sdr. Rahmawati Anggraeni



PERJANJIANKERJA

TENAGA ADMIMSTRASI PERKANTORAN

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor : 017/01/Inspektorutl20l9

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas di

Tanjung Selor telah dibuat pe{anjian oleh dan antara :

I. IRFANWIHARDIANTO,ST Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

berdasarkan Surat Keputusan Inspellur

lnspektorat Provinsi Kalimantan Utara Nomor :

910/01 /Inspektorat/20l9 tanggal 03 Januari

2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat

Komitmen dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Inspektorat Provinsi Kalimantan

Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor

untuk selanjutnya di sebut PIHAK

PERTAMA;

II RAIIMAWATI ANGGRAENI Selaku Pribadi, dua puluh satu tahun (lahir di

Blora tanggal 13 Januari 1997) bertempat

tinggal di Jl. Katamso No. 16 RT 022 RW 004

Tanjung Selor untuk dal atas nama diri sendiri,

untuk selanjutnya disebut PIEAK KEDUA;

Mengingat :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga sebagai Pembantu Operator

Simwas di Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan setuju untuk memperke{akan PIHAK

KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima untuk mengadakan hub"ngan ke{a dengan

PIHAKPERTAMA;

3. Bahwq sehubungan dengan prihal tersebut di atas, dengan ini oleh PARA PIHAK

hendak diatur sertra ditetapkan syarat dan ketentuan Pe{anjian Ke{a sebagai berikut :

Pasal I
Ruang Lingkup Pekerjaan dan Pembebanan Biaya

1. Ruang lingkup peke{aan yang diatur dalam Pe{anjian Kerja" yang untuk selanjutnya

disebut Pe{anjian Ked4 ini adalah sebagai Pembantu Operator Simwas pada Kantor

Inspektorat Provinsi Kalimantan Uara;



2. Biaya untuk melaksanakan peke{aan tersebut di atas dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD) provinsi Kalimanatan utara (DpA-

SKPD) Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019;

3. Pihak pertama melakukan pembayaran biaya pelaksanaan peke{aan kepada pIHAK

KEDUA setiap bulannya.

Pasal 2

Jangka Waktu Perjanjian

1. PARA PIEAK sepakat bahwa Perjanjian Ke{a ini terhitung sejak tanggal ditetapkan

sampai dengan tanggal 3 I Desember 20 I 9, dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan,

2. Dengan berakhimya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka

hubungan ke{a PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA berakhir demi hokum

tanpa diberikan pesangon dar/atau uangjasa lainnya;

3. PARA PIHAK zlapat mengaldriri hubungan ke{a sebelum berakhirnya pe{anjian

Ke{a sebagai mana diatur dalam ayat (1) Pasal ini;

4. Pihak yang bermaksud mengakhiri hubungan ke{a sebagai mana dimaksud Wda ayat

(3) Pasal ini wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambatJambatnya 2 (dua)

minggu sebeft'm dan pengakhiran hubungan ke{a dapat dilaksanakan setelah

mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya;

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Para Pihak

PIHAK PERTAMA memberikan honorarium/gaji kepada PIHAK KEDUA yang

diterima setiap awal bulanny4 sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);

l. PIHAKPERTAMA berhak atas :

Memotorg pembayaran honorarium/gaji PIHAK KEDUA yang dihitung secara

proporsional dari banyaknya hari tidak masuk kerja terhadap junlah hari ke{a pada

bulan berkenaaq apabila PIHAK KEDUA :

a. Tidak masuk ke{a tanpa alasan yangjelas dipotong Rp I 00.000,-/perhari

b. Tidak masuk ke{a karena sakit tetapi tidak dilengkapi surat keterangan dokter

dipotong Rp 100.000,Jperhari

c. Terlambat masuk kerja I jam pertama dipotong Rp 25.000,-

d. Terlambat masuk kelja lebih dari l jam dipotong Rp 50.000,-

e. Cepat pulang kerja I jam lebih awal dipotong Rp 25.000,-

f. Cepat pulang ke{a lebih dari I jam dipotong Rp 50.000,-

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

a. Melaksanakan tugas peke{aan sesuai ketentuan psal l dengan bailq rajirLjujur, dan

tanggungjawab dengan predikat kine{a sesuai dengan tugas, tanggungjawab;

b. Mentaati jam ke{a, dengan ketentuan mulai pukul 07.30 Vd 16.00 wita;

c. Mentaati pelatlrran disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kantor

Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;



d Mentaati perja4iian kerja ini;

e. Mentaati kemtum hin yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabaran yang

berlaku di Kantr Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;

g. PIEAKKEDUAbeThak untuk :

a. Menerima honorarirm/gaji bulanan sebesar jumlah yang tercantum dalam pasal 3;

b. PIEAX KEDUA tidak al<an menuntut hak lain di luar yang diperjanjikan dalam

Perjanjian Ke{a ini.

Pasal 4

Uraian Tugas

PIEAK KEDUA mempunyai tugas :

l. Melahrkan kegiatan adminisrasi perkantoran:

2. Membuat surat perintah tugas dan surat pe{alanan dinas;

3. Melahrkan agenda suat-surat;

4. Menginput surat masuk dan kehmr pada e-office

5. Membantu sebagai operator simwas;

a. Menginput Program Kerja Pemeriksaan (PKP) Tim Audit;
b. Menginput surat-surat tugas pengawasan;

c. Menginput Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan;
d. Menginput Laporan Hasil Pemeriksaan;
e. Menginput Laporan Hasil Reviu;
f Menginput Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi.

6. Hal-hal lain yang dibutuhkan.

Pasal 5

Kerahasiaan

Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang diketahui oleh PIHAK KEDUA

yang terkait dengan Inspelctorat Provinsi Kalimantan utara harus dijag kerahasiaannya

dan tidak memberitahukan dan/atau memberikan data baik sebagian maupun seluruhnya

kepada pihak kaiga maupun juga tanpa persetuju"n PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Sanksi

l. Pihak kedua diberikan sanksi apabila :

a. Surat teguran tertulis I jika meninggalkan kantor pada waktu dinas terhitung

kumulatif 2 (dua) hari kerja dan konversi den€an 2 (dua) hari tirlek masuk ketja"

berdasarkanjadwal masuk ke{a dalam masa kontrak'

b. Surat teguran tertulis tr jika tidak masuk terhitung kumulatif 4 (empat) hari ke{a

dan konversi dengan 4 (empat) hari tidak masuk ke{a, berdasarkan jadwal masuk

kerja dalam masa kontrak.

c. surat pernyataan tidak puas jika tidak masuk terhitung kumulatif6 (enam) hari ke{a

dan konversi dengan 6 (enam) hari tidak masuk kerja, berdasarkan jadwal masuk

ke{a dalam masa kontrak.



d. Pemberhentian / Pemutusan Hubungan Kerja jika tidak masuk terhitung komulatif 7

(tujuh) hari ke{a dan konversi dengan 7 (tujuh) hari tidak masuk kerj4 berdasarkan

jadwal masuk ke{a dalam masa kontrak.

Pasal 7

Pengakhiran Perjanjian

1. Selain karena alas an berakhimya jangka waktu Pe{anjian Ke{a sebagai mana

dimaksud dalam pasal 2 Pe{anjian Kerja ini, Perjanjian Kerja berakhir apabila PIFIAK

KEDUA:

a. Meninggal dunia;

b. Mengundwkan diri;

c. Diberhentikan karena :

i. Tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3)

Pe{anjianKe{aini;

ii. Kinerja dan/atau prilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang

menggunakan jasa (Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara);

iii. Terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang

mengharuskan dilakukannya pengurangan administrasi perkantoran;

2. Dalam hal PIHAK KEDUA mengakhiri Pe{anjian Ke{a sebelum berakhimya jangka

waktu Pe{anjian Ket'a karena mengundurkan diri, maka PI}IAK KEDUA harus

menyampaikan surat pengunduran diri minimal 2 (dua) minggu sebelum pe{anjian

diakhiri dengan syarat PIHAK KEDUA sudah menyelesaikan segala penugasan yang

diberikan kepadanya;

3. Pemutusan Perjanjian KeIja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasat ini dapat

dilal-ukan setelah PIEAK PERTAMA atas dasar penilaian dari pimpinan Inspektorat

Provinsi Kalimantan Utara Cq. Sub bagian Umum dan Keuangan;

Pasal 8

Force Mejeure

l. Tidak dilaksanakannnya atau tertundanya pelaksanaan sebagaian atau keseluruhan

ketertuan Pe{anjian Ke{a ini oleh salah satu pihak atau pam pihak tidak termasuk

sebagai pelanggaran atas perjanjianhal tersebut oleh adanya Force Mejeure (keadaan

memaksa);

2. Yangtermasuk sebagai Force Mejeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala

daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang

mengalaminya, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun' tidak terbatas pada :

a. Bencana alarn/wabah PenYakit;

b. Pemberontakan/huru-hara/perang;

c. Kebakaran;



d. Sabotase;

e. Pemogokan umum;

f Kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenarg yang meng&alangi secara

langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Pe{anjian Ke4ia ini;

3. Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Force Majeure

tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambatJambatnya

dalam waktu 7 (tujuh) hari ke{a sejak tedadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini;

4. Kelalaian dan atau kelambatan pihak yang terkena Force Majeure dalam

memberitahukan sebagaimana dimaksud pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya

peristiwa dimaksud sebagai Force Majeure;

5. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat Force

Majeure tidak menjadi tangungjawab pihak lainnya;

6. Jika kejadian Force Majeure berkepanjangan hingga 30 (tiga puluh) hari kalender atau

lebih, maka salah satu dari pihak, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya

dapat mengakhiri pe{anjian kerja ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terh,dap

pihak lainnya.

Pasal 9

Lain-lain

l. Hal-hal yang belum diatur dalam Pe{anjian ini akan diatur kemudian atas dasar

pemufakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan

kedalam bentuk surat atau pe{anjian tambahan (Addendum), yang akan merupakan

kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini;

2. Pe{anjian ini ditandatangad pada tanggal sebagai mana tersebut di atas dan dibuat

dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan

hukum yang sama dan mengikat.

PII{AK PERTAMA UA

DAFF46633407

IRFANWIHARDIANTO, ST
NrP. 19810620201 101 l00l

WATI ANGGRAEM



I
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

INSPEKTORAT
Jalan Rambutan No.1 Telp. (O5S2l 2024195 Fax (0552) 23126

e mail : ituilkalt a ro{@ mail. tnm
TANJUNG SET,OR77212

SURAT Pf,RINTAH KERJA

NOMOR : 8fi)/1 4/Inspektoratl2Dlg

INSPEKTUR PRO!'INSI KALIMANTAN UTARA

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

INSPEKTIIR PRO!'INSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan administrasi di
lingkungan Inspekiorat Provinsi Kalimantan Utar4 maka dipandang perlu
diangkat tenaga administrasi;

Bahwa untuk merealisasikan tenaga kontrak dimaksud perlu ditetapkan
dengan Surat Perintah Kerja;

Mengingat l. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-mdang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
s679);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi
Kalimantan Utara Tanggal 16 November 2012 (Lembaran Negara
Republik ndonesia tahun 2012 Nomor 229, Tambahan kmbaran Negara
Nomor 5632);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam undang-undang
Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor
32Tahw2004;

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara;

b

4. Peratwan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Ke{a lnspektorat Provinsi
Kalimantan Utara;

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2018 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;

Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Uhra Nomor
188.44K.812019 tentang Koordinator Pengelola Keuangan Daerah,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun
Anggaran 2019.

NIEMUTTISICA.N

Mengangkat Tenaga Kontrak sebagai Pembantu Operator Simwas di
lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara atas nama RAEMAWATI
ANGGRAEIYI

Apabila dalam menjalankan tugas terbukti melakukan tindakan yang melanggar
aturan maka akan diberikan peringatan/teguran lisan, terulis, dan pemutusan

hubungan ke{a;

: Dengan akibat dikeluarkannya Surat Perintah Ke{a ini tidak menjamin untuk
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara;

: Pengeluaran keuangan akibat diterbitkannya Surat Perintah Kerja ini bebankan
pada DPA SKPD Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 20 19.

Surat Perintah Ke{a ini berlaku sejak tanggal ditetapkandengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
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Pejabat Pembuat Komitrnen,

IRFAN MHARDLANTO, ST
NrP 19810620201 101 1001

Ditetapkan di
Pada tanggal

PPTK,

HERMAN, S.Sos.,M.HP
NIP. 19840403201 5032001

Mengetahui :

INSPEKTUR.

: Tanjung Selor
: 03 Januari 2019

Yang

WATIA.

sE.M.Si
Pembina Utama Madya

NrP. t965051 1 1986021004

Tembusan Yth.:
l. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sdr. Rahnawati Anggraeni



PERJANJIAN KERJA

TENAGA ADMINISTRASI PERKANTORAN

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor : 01 7/01 fl nspektor atl20l9

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas di

Tanjung Selor telah dibuat perjanjian oleh dan antara :

I. IRFAN WTHARDIANTO, ST Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

berdasarkan Surat Keputusan Inspekrur

lnspektorat Provinsi Kalimantan Utara Nomor :

910/01 /lnspektorat/2O 19 tanggal 03 Januari

2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat

Komitmen dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Inspehorat Provinsi Kalimantan

Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor

untuk selanjutnya di sebut PIHAK

PERTAMA;

II RAHMAWATI ANGGRAENI Selaku Pribadi, dua puluh satu tahun (lahir di

Blora tanggal 13 Januari 1997) bertempat

tinggal di Jl. Katamso No. 16 RT 022 RW 0M

Tanjung Selor untuk dan atas nama diri sendiri,

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Mengingat :

l. Bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga sebagai Pembantu Operator

Simwas di Kantor [nspektorat Provinsi Kalimantan Utar4,

2. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan setuju untuk memperkedakan PIHAK

KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima untuk mengadakan hubungan kerja dengan

PIHAK PERTAI}IA;

3. Bahwa sehubungan dengan prihal tersebut di atas, dengan ini oleh PARA PIHAK

hendak diatur serta ditetapkan syarat dan ketentun Pefanjian Kerja sebagai berikut :

Pasal I
Ruang Lingkup Pekerjaan dan Pembebanan Biaya

t. Ruang lingkup peke{aan yang diatur dalam Perjanjian Keda" yang untuk selanjutnya

disebut Pe{anjian Keda" ini adalah sebagai Pembantu Operator Simwas pada Kantor

Inspeklorat Provinsi Kalimantan Utara;



2. Biaya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atrs dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD) Provinsi Kalimanatan Utara (DPA-

SKPD) Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019;

3. Pihak pertama melakukan pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK

KEDUA setiap bulannya.

Passl 2

Jangka Waktu Perjanjian

l. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Ket'a ini terhitung sejak tanggal ditetapkan

sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan;

2. Dengan berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud datam ayat (l) psal ini, maka

hubungan kerja PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA berakhir derni hokum

tanpa diberikan pesangon dan/atau uang jasa lainnya;

3. PARA PIHAK dapat mengak'hiri hubungan ke{a sebelum berakhimya Pe{anjian

Ke{a sebagai mana diatur dalam ayat ( I ) Pasal ini;

4. Pihak yang bermaksud mengakhiri hubungan kerja sebagai mana dimaksud pb ayat

(3) Pasal ini wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua)

minggu sebelum dan pengakhiran hubungan ke{a dapat dilaksanakan setelah

mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya;

Pasal 3

Eak dan Kewajiban Pers Pihak

PIHAK PERTAMA memberikan honorarium/gaji kepada PIHAK I(EDUA yang

diterima setiap awal bulanny4 sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);

l. PIHAK PERTAMA berhak atas :

Memotong pembayaran honorariunr/gaji PIHAK KEDUA yang dihitung secara

proporsional dari banyaknya hari tidak masuk ke{a terhadap jumlah hari kerja pada

bulan berkenaan, apabila PIHAK KEDUA :

a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dipotong Rp l00.000,Jperhari

b. Tidak masuk kerja karena sakit tetapi tidak dilengkapi surat keterangan dokter

dipotong Rp I 00.000,-/perhari

c. Terlambat masuk kerja I jam pertama dipotong Rp 25.000,-

d. Terlambat masuk kerja lebih dari I jam dipotong Rp 50.000,-

e. Cepat pulang kerja I jam lebih awal dipotong Rp 25.000,-

f Cepat pulang kerja lebih dari I jam dipotong Rp 50.000,-

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

a. Melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan pasal I dengan baik, rajin,jujur, dan

tanggungjawab dengan predikat kinerja sesuai dengan tugas, tanggung jawab;

b. Mentaati jam ke{a, dengan ketentuan mulai pukul 07.30 s/d 16.00 wita;

c. Mentaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kantor

Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;

--



d. Mentaati perjanjian kerja ini;

e. Mentaati ketentnm lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan yang

berlaku di Kanto Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;

g. PIEAK XEDUA berhak untuk :

a. Menerima honorarium/gaji bulanan sebesarjumlah yang tercantum dalam pasal 3;

b. PIEAK KEDUA tidak akan menuntut hak lain di luar yang diperjanjikan dalam

Perjanjian KerJa ini.

Pasal 4

Ureien Tupas

PIHAK KEDUA mempunyai tugas :

1. Melakukan kegiatan administrasi perkantoran:

2. Membuat surat perintah tugas dan surat pe{alanan dinas;

3. Melakukan agenda surat-surat;

4. Menginput surat masuk dan kelur pada e-office

5. Membatrtu sebagai operator simwas;

a. Menginput Program Ke{a Pemeriksaan (PKP) Tim Audit;
b. Menginput su?t-surat t',gac pengawursan;

c. Menginput Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan;
d. Menginput Laporan Flasil Pemeriksaan;
e. Menginput Laporan Hasil Reviu;
f. Menginput Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi.

6. Hal-hal lain yang dibutuhkan.

Pasal 5

Kerahesiaen

Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang diketahui oleh PIHAK KEDUA

yang terkait dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara harus dijaga kerahasiaannya

dan tidak mernberitahukan dar/atau memberikan data baik sebagian maupun seluruhnya

kepada pihak ketiga maupun juga tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.

Passl 6

Sanksi

L Pihak kedua diberikan sanksi apabila :

a. Surat teguran tertulis I jika meninggalkan kantor pada waktu dinas terhitung

kumulatif 2 (dua) hari kerja dan konversi dengan 2 (dua) hari tidak masuk kerja"

berdasarkan jadwal masuk kerja dalam masa kontrak.

b. Surat teguran tertulis tr jika tidak masuk terhitung kumulatif 4 (empat) hari ke{a

dan konversi dengan 4 (empat) hari tidak masuk kerja, berdasarkan jadwal masuk

kerja dalam masa kontrak.

c. Surat pemyataan tidak puas jika tidak masuk terhitung kumulatif6 (enam) hari ket'a

dan konversi dengan 6 (enam) hari tidak masuk ked4 berdasarkan jadwal masuk

ke{a dalam masa kontrak.



d. Pemberhentian / Pemutusan Hubungan Ke{a jika tidak masuk terhitung komulatif 7

(tujuh) hari kerja dan konversi dengan 7 (tujuh) hari tidak masuk ke{a, berdasarkan

jadwal masuk kerja dalam masa kontrak.

Pasal 7

Pengakhiran Perjanjian

1. Selain karena alas an berakhimya jangka waktu Pe{anjian Kerja sebagai mana

dimaksud dalam psal 2 Perjanjian Kerja ini, Pe{anjian Kerja berakhir apabila PIHAK

KEDUA:

a. Meninggal dunia;

b. Mengundurkan diri;

c. Diberhentikan karena :

i. Tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3)

Pet'anjianKe{aini;

ii. Kine{a darlalat prilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang

menggunakan jasa (Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara);

iii. Terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang

mengharuskan dilakukannya pengurangan administasi perkantoraru

2. Dalan hal PIHAK KEDUA mengakhiri Pe{anjian Kerja sebelum berakhimya jangka

waktu Pe{anjian Ke{a karena mengundurkan diri, maka PI}IAK KEDUA harus

menyampaikan surat pengunduran diri minimal 2 (dua) minggu sebelum pet'anjian

diak'hiri dengan syarat PIIIAK KEDUA sudah menyelesaikan segala penugasan yang

diberikan kepadanya,

3. Pemutusan Pe{ar{ian Ke{a sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dapat

dilakukan setelah PIHAK PERTAMA atas dasar penilaian dari pimpinan lnspektorat

Provinsi Kalimantan Utara Cq. Sub bagian Umum dan Keuangan;

Pasal 8

Force Mejeure

l. Tidak dilaksanakannnya atau tertundanya pelaksanaan sebagaian atau keseluruhan

ketentuan Perjanjian Ke{a ini oleh salah satu pihak atau para pihak tidak termasuk

sebagai pelanggaran atas perjanjianhal tersebut oleh adanya Force Mejeure (keadaan

memaksa);

2. Yang termasuk sebagai Force Mejeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala

daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang

mengalaminya, yalni perisiwa-peristiwa termasuk namun, tidak terbatas pada :

a. Bencana alam/wabah penyakit;

b. Pemberontakan/lnrru-hara/perang;

c. Kebakaran;



d. Sabotase;

e. Pemogokan umum;

f. Kebijakan pemerintah arau instansi yang berwenang yang menghalangi secara

langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya pe{anjian Ke{a ini;
3. Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibarmya sehubungan dengan Force Majeure

tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya

dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak te{adinya Force Majeure sebagimana dimaksud

dalam ayat (l) dan (2) Pasal ini;

4. Kelalaia:r dan atau kelambatan pihak yang terkena Force Majeure dalam

memberitahukan sebagaimana dimaksud pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya

peristiwa dimaksud sebagai Force Majeure;

5. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat Force

Majeure tidak menjadi tangung jawab pihak lainnya;

6. Jika kejadian Force Majeure berkepanjangan hingga 30 (tiga puluh) hari kalender atau

lebih, maka salah satu dari pihak, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya

dapat mengakhiri pe{anjian kerja ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap

pihak lainnya.

Pasel 9

Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pet'anjian ini akan diatur kemudian atas dasar

pemufakatan PmAI( PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan

kedalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (Addendum), yang akan merupa.kan

kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pe{anjian ini;

2. Pe{anjian ti ditandatangani pada tanggal sebagai mana tersebut di atas dan dibuat

dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan

hukum yang sama dan mengikat.

PI}IAK PERTA]W\ PIHAK A

IRFAN WIHARDIANTO, ST
NIP l98t 0620201 101 1001

ATI ANGGRAENI


